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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF
BANDAR LAMPUNG NUMBER 13 OF 2017 CONCERNING

GENERAL SERVICE RETRIBUTION
(Study of Waste / Hygiene Services

in Settlement / Housing Areas)

By

TRISNA FEBRIANSYAH

Garbage problems in Bandar Lampung City have long been a prolonged polemic that
is difficult to solve. The enactment of Regional Regulation Number 13 of 2017
concerning Public Service Retribution, which also regulates the collection of garbage
/ cleaning services, is expected to improve waste management. but there are still only
a few areas where the trash collection is often too late which results in garbage
accumulating and decaying in residential areas.

The problems in this thesis are: (1) How the Implementation of Regional Regulation
Number 13 of 2017 concerning Public Service Retribution Regarding Solid Waste
Services in residential / residential areas. (2) What are the inhibiting factors for
implementing the Regional Regulation. Research approaches are normative and
empirical. Data sources are primary data and secondary data. Primary data is taken
based on field studies, while secondary data is taken digitally.

Based on the results of the study: (1) The implementation of solid waste services is
not yet running in accordance with the provisions of the applicable law because there
are still frequent delays in collecting garbage in residential / residential areas every
day, while the waste retribution service is also not effective due to lack of official
staff who charge every the month. (2) Inhibitors of the implementation of the
Regional Regulation include a lack of resources such as cleaning staff who carry out
the task of taking garbage in each house every day which results in delays in inter-
governmental retrieval and communication with communities that have not been
established. In addition, the absence of garbage collection sites while in residential /
residential areas in the kelurahan area also hampers the task of transporting garbage
to the garbage disposal site by the janitor from the district every day.

Keywords: Public Service Retribution, Waste / Hygiene Services.



ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

(Studi Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan
di Kawasan Pemukiman/Perumahan)

Oleh

Trisna Febriansyah

Masalah persampahan di Kota Bandar Lampung memang sudah lama menjadi
polemik berkepanjangan yang sulit untuk dipecahkan. Diberlakukannya Perda
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya juga
mengatur retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, diharapkan dapat
memperbaiki menejemen persampahan. namun masih ada saja di beberapa daerah
yang pengambilan sampahnya sering terlambat yang mengakibatkan sampah
menumpuk dan membusuk di kawasan pemukiman.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: (1)Bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 13
Tahun 2017 tentang Retribusi jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan di
wilayah pemukiman/perumahan. (2) Apakah faktor penghambat pelaksanaan Perda
tersebut. Pendekatan penelitian adalah normatif dan empiris. Sumber data adalah
data primer  dan data sekunder. data primer diambil berdasarkan studi lapangan,
sedangkan data sekunder diambil secara kulitatif.

Berdasarkan hasil penelitian: (1) Pelaksanaan Pelayanan persampahan memang
belum berjalan sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku karena masih sering
terjadi ketelambatan pengambilan sampah di kawasan pemukiman/perumahan setiap
harinya, Sedangkan pelayanan retribusi persampahnya juga belum efektif karena
kurangnya tenaga petugas resmi yang menarik biaya setiap bulannya. (2)
Penghambat pelaksanaan Perda tersebut antara lain kurangnya sumberdaya seperti
tenaga kebersihan yang melaksanakan tugas pengambilan sampah di tiap rumah
warga setiap harinya yang berdampak pada keterlambatan pengambilan dan
komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat yang belum terjalin. Selain itu,
tidak terdapatnya tempat penampungan sampah sementara di wilayah-wilayah
pemukiman/perumahan di kawasan kelurahan  juga menghambat tugas pengangkutan
sampah ke Tempat pembuangan akhir sampah oleh petugas kebersihan dari
kecamatan setiap harinya.

Kata kunci :Retribusi Jasa Umum, Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
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BAB  I
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari adanya aktivitas manusia.

Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia

terhadap barang atau material yang gunakan sehari-hari, sehingga

pengelolaan sampah tidak terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat.

Sampai saat ini permasalahan sampah belum tertangani dengan baik

terutama di perkotaan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional

sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu

dari hulu sampai ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi,

sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah

perilaku masyarakat sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2008.

Peningkatan produksi sampah telah menimbulkan masalah pada lingkungan

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan. Sementara, lahan

tempat pembuangan akhir (TPA) sampah juga makin terbatas. Kondisi ini

makin memburuk manakala pengelolaan sampah di masing-masing daerah

masih kurang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan serta tidak

terkoordinasi dengan baik.



2

Masalah umum yang dihadapi oleh perkotaan di Indonesia, termasuk

perkotaan di Lampung, adalah pembuangan sampah padat dan ketersediaan

TPA. Manajemen pengelolaan persampahan harus memberikan alternatif

solusi yang terjangkau pembiayaannya, seperti metode manajemen sampah

padat yang berkelanjutan (sustainable solid waste management) yakni suatu

solusi yang lebih efisien, secara teknik tepat, dan secara sosial dapat

diterima oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perlu kajian

sistem manajemen pengelolan sampah di Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Propinsi Lampung, terdiri

dari 20 kecamatan dan 126 Kelurahan dengan luas wilayah 169,21 km² ,

jumlah populasi penduduk sebanyak 1.015.910 jiwa dengan tingkat

kepadatan penduduk 6.680 jiwa/km².1 Berdasarkan standar buangan sampah

perkapita maka total produksi sampah yang dihasilkan di Kota Bandar

Lampung adalah lebih kurang 1.680 ton/hari. Jumlah sampah terangkut oleh

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sekitar 1.440

m3/hari (1.440 ton/hari) menggunakan 94 armada truk, dibuang ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) Bakung dengan menggunakan teknologi open

dumping sejak tahun 1998, sedangkan sebelumnya menggunakan sistem

sanitary landfill.2

Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh 4 instansi

yaitu : (1) untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan menangani sampah di

1http://bandarlampungota.bps.go.id/publication/ Kota Bandar Lampung Dalam Angka
2 Sumber : UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung 2018



3

jalan protokol,sapuan jalan, pertokoan restoran, hotel, industri, perkantoran

dan fasilitas umum; (2) untuk sampah di terminal bis antar kota dan dalam

kota serta stasiun kereta api dikelola oleh Dinas Perhubungan; (3) sampah

di pasar tradisional dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar; (4) sampah di

pemukiman di kelola oleh kecamatan melalui Sokli dan UPT Kebersihan

Kecamatan. Sumber sampah di Kota Bandar Lampung berasal dari

pemukiman sebesar 16,67%, pasar induk sayuran dan pasar tradisional

sebesar 20,34%, sedangkan pertokoan, restoran, hotel, jalan protokol sapuan

jalan, kawasan industri, perkantoran, pusat perbelanjaan, terminal dan

lainnya sekitar 63,00%.

Jika berbicara tentang fakta di lapangan, masih ada saja daerah yang belum

mendapatkan pelayanan persampahan secara optimal. Misalnya pada

Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar

Lampung yang petugas kebersihan yang dalam hal ini mengambil sampah

tidak setiap hari melainkan bisa 2-3 hari sekali. Akan tetapi Retribusi

sampah dari Dinas Kebersihan setiap bulannya selalu rutin ditagihkan

kepada warga di daerah tersebut. Tentu saja hal seperti ini menjadi masalah

yang selalu dikeluhkan oleh warga. Sudah seringkali warga mengeluhkan

hal tersebut kepada ketua RT setempat namun belum juga ada tindakan dari

Dinas terkait sebelum awal tahun 2018.

Penanganan permasalahan sampah pun tidak dapat hanya dilakukan oleh

sekelompok orang saja. Kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku

bisnis dan masyarakat luas menjadi persyaratannya. Pemerintah merupakan
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penanggungjawab utama dalam pengelolaan dan perumusan kebijakan, baik

secara langsung atau tidak langsung. Oleh karenanya pemerintah harus

memiliki penguasaan atas informasi berkenaan dengan sumber produksi

sampah, proses pengelolaan dan bagaimana hasil pengelolaan dimanfaatkan

menjadi sumber pendapatan daerah.

Tujuan pengelolaan sampah berkaitan dengan upaya pelestarian alam yaitu

sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup. Kesejahteraan dan mutu hidup merupakan kriteria

penting pembangunan berkelanjutan. Melihat kecenderungan itu, maka opsi

reduksi sampah perlu diketengahkan.

Reduksi sampah atau bahkan sampai menyelesaikannya dapat dilakukan

dari sumbernya, yaitu pada skala kawasan, ini merupakan implementasi dari

prinsip-prinsip 4 R-P yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan

kembali), recycle (mendaur ulang), replace (mengganti barang berpotensi

sampah ke bahan , participation (pelibatan masyarakat) dan mengolah

sampah untuk dijadikan bahan yang lebih bermanfaat seperti kompos dan

briket.

Selain reduksi upaya-upaya lain juga dapat ditempuh melalui berbagai

pendekatan seperti politis, organisasi, administrasi, profesi, dan ilmiah.

Dalam pendekatan politis yang berperan adalah penentu kebijakan atau

pemerintah, antara lain melalui wahana seperti Undang-Undang dan

peraturan daerah yang mengatur tentang pemungutan dan pengelolaan

sampah.
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Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung membutuhkan biaya dalam

pengolahan sampah dengan menerapkan retribusi. Retribusi merupakan

balas jasa secara langsung yang diberikan pemerintah kepada para

pembayar retribusi. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan penetapan

mengenai pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan.

Dengan demikian, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung memberlakukan

Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa

Umum yang di dalamnya mencakup aturan tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/ Kebersihan dan Perwali Nomor 18 tahun 2015 tentang satuan

operasional kebersihan lingkungan (SOKLI). Juga diketahui, penetapan tarif

retribusi sampah berdasarkan Perwali Nomor 26 Tahun 2016 yang telah

ditandatangani oleh Wali Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan temuan tersebut, maka perlu diteliti lebih lanjut dalam Skripsi

yang berjudul: Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Tentang

Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kawasan Pemukiman/Perumahan ).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat, rumusan masalah penelitian

ini adalah :

1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017

tentang retribusi jasa umum Kota Bandar Lampung, berkaitan dengan

pelayanan persampahan di kawasan pemukiman/perumahan ?
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2) Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan

batas penelitian; mempersempit penelitian dan membatasi area penelitian.

Lingkup penelitian juga menunjukan secara pasti faktor-faktor mana yang

akan diteliti dan mana yang tidak atau untuk menentukan apakah semua faktor

yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieleminasi

sebagian.3

1) Ruang Lingkup Kajian

Berdasarkan permasalahan di atas agar tidak meluas dan terarahnya

pembahasan maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pelayanan

retribusi persampahan di Perumahan/Pemukiman wilayah Kecamatan

Tanjung Karang Barat yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum.

2) Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah hukum Hukum Administrasi

Negara berkaitan tentang efektifitas pelaksanaan pelayanan retribusi

persampahan di Kota Bandar Lampung yang sesuai dengan Peraturan

Daerah nomor 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum.

3 Bambang Sunggono, Metodologi Penelian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2005), hlm.111
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait

pelayanan persampahan di kawasan pemukiman/perumahan.

2) Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa

Umum.

1.5 Kegunaan Penelitian

1) Secara teoritis, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan

kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk

menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian

teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Hukum Administrasi

Negara.

2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau

sumbangan pemikiran bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Bandar Lampung yang terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum.



BAB  II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Retribusi

1) Pengertian Retribusi

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi

dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai

akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau

pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan

oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh

warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang

berlaku. Retribusi daerah merupakan pemungutan yang dipungut

pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.4

4 Toar Waraney Lakoy, Dkk.“The Contribution And Influence OfRegional Retribution
Towards The Local Own-Resource Revenue In South Minahasa District (Studies In 2005-
2014)”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisien. Vol.16, No. 1. 2016. Hlm 561.
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Selain itu ada juga yang menjabarkan pengertian retribusi secara umum,

Pengertian   retribusi   secara   umum   adalah   pembayaran-pembayaran

pada negara  yang  dilakukan pada mereka  yang  menggunakan  jasa-jasa

negara. Retribusi adalah iuaran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan

jasa balik secara langsung dapat  ditunjukan. Paksaan dapat bersifat

ekonomis  karena  siapa  saja  yang merasakan  jasa  balik  dari  pemerintah

dikenakan  iuaran  itu.5Lebih lanjut, retribusi adalah  suatu  pembayaran

dari  rakyat  kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan

antara balas jasa  yang langsung diterima dengan adanya balas jasa

tersebut.6

Secara  spesifik, Wirawan  B.  Ilyas  dan  Richard  Burton  mengemukakan

4(empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1) Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang.

2) Sifat pungutannya dapat dipaksakan.

3) Pungutannya dilakukan oleh negara.

4) Digunakan  untuk  pengeluaran  bagi  masyarakat umum;  dan  kontra

prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).7

5 Munawir, Perpajakan. Jakarta: Liberty, 1990, hlm4.
6Suparmako. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan PembangunanDaerah
Yogyakarta: Andi, hlm194.

7 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2010, Hukum Pajak Edisi 5, Salemba Empat,
Jakarta, hlm. 11.
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2) Jenis-jenis Retribusi Daerah

Dalam  pelaksanaan  pungutan  Retribusi  Daerah  tidak  semua  jasa  yang

disediakan  oleh Pemerintah  Daerah  dapat  dipungut  retribusinya,  namun

hanya  jenis-jenis  jasa  tertentu  yang menurut  pertimbangan  sosial

ekonomi  layak  untuk  dijadikan  sebagai  objek  retribusi  jasa tertentu

tersebut  dikelompokkan  dalam  tiga  golongan  yaitu  jasa  umum,  jasa

usaha,  dan perizinan tertentu. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  pada

Pasal  108  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  28  Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah

dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum.

2) Retribusi Jasa Usaha.

3) Retribusi Perizinan Tertentu.

2.1.1. Retribusi Jasa Umum

Menurut  Pasal  1  angka  66  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009

Tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  dijelaskan  bahwa  retibusi

jasa  umum  adalah  retribusi  atas  jasa  yang disediakan atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Kesehatan adalah

pelayanan kesehatan  di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah
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Sakit   Umum   Daerah. Retribusi   Pelayanan   Kesehatan   ini   tidak

mancakup pelayanan pendaftaran.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan

pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan

sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk

pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5

tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan,

akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti

nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pelayanan

pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/

pemakaman/ pembakaran/ pengabuan mayat dan sewa tempat

pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau

dikelola Pemerintah Daerah.

e) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan  parkir  di  tepi

jalan  umum  adalah  penyediaan  pelayanan  parkir  di  tepi jalan

umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

f) Retribusi Pasar Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/

sederhana yang berupa pelataran/ los yang dikelola oleh Pemerintah

Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang

dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pelayanan pengujian

kendaraan  bermotor  adalah  pelayanan  pengujian  bermotor sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pelayanan

pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan

dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat

pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.

i) Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta-Peta adalah peta yang dibuat

oleh Pemerintah Daerah.

j) Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus Pelayanan

penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang

dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair Pelayanan pengolahan limbah cair

adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan,  dimiliki,

dan/  atau  dikelola  oleh  Pemerintah,  BUMN,  BUMD,dan pihak

swasta  serta  pembuangan limbah  cair secara langsung  ke  sungai,

drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.

l) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Pelayanan  pengujian  alat-alat

ukur,  takar, timbang,  dan  perlengkapannya serta pengujian  barang

dalam  keadaan  terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

m) Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelayanan atas penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN,

BUMD, dan pihak swasta.
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n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pelayanan atas

pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan

memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2.1.2. Retribusi Jasa Usaha

Pasal  1  angka  67  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang

Pajak Daerah Dan  Retribusi  Daerah  dijelaskan  bahwa  Retribusi  Jasa

Usaha  adalah  jasa yang  disediakan oleh Pemerintah  Daerah  yang

menganut  prinsip-prinsip  komersial karena  pada  dasarnya dapat pula

disediakan oleh swasta.

Pasal  127  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak

Daerah  Dan Retribusi  Daerah,  Retribusi  Jasa  Usaha  ini  dibagi  menjadi

11 (sebelas)  jenis  retribusi  antara lain:8

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, retribusi kekayaan daerah

antara lain pemakian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta,

pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.

b) Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan Pasar dan /atau pertokoan

adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan,

disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c) Retribusi Tempat Pelelangan Pelayanan  penyediaan  tempat  khusus

lelang  ikan,  ternak,  hasil  bumi dan  hasil  hutan yang disediakan di

tempat pelelangan.

8 Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah
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d) Retribusi Terminal Retribusi terminal adalah pelayanan  penyediaan

tempat parkir  untuk  kendaraan penumpang dan bus umum. Tempat

kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal,  yang

dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan

ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir Pelayanan  tempat  khusus  parkir

adalah  pelayanan  penyediaan  tempat  parkir  khusus disediakan,

dimiliki  dan  atau  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah,  tidak

termasuk  di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

f) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa Pelayanan

tempat   penginapan/ pesanggrahan/ villa   milik   daerah   adalah

pelayanan penyediaan  tempat  penginapan/ pesanggrahan/ villa

yang  dimiliki  dan  atau  dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak

termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan Pelayanan  rumah  potong  hewan

adalah  pelayanan  dan  penyediaan  fasilitas  rumah pemotongan

hewan  termasuk  pemeriksaan  kesehatan  hewan  sebelum  dan

sesudah dipotong yang disediakan, dmiliki, dan atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pelayanan  kepelabuhan  kapal

adalah  pelayanan  jasa  kepelabuhan  temasuk  fasilitas kepelabuhan

lainnya  di  lingkungan pelabuhan  yang  disediakan,  dimiliki,  dan

atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pelayanan  tempat  rekreasi

dan  olahraga  adalah  tempat  rekreasi,  pariwisata,  dan olahraga

yang dimilki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j) Retribusi Penyebrangan Air, Pelayanan  penyeberangan  di  atas  air

adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan

menggunakan  kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau  dikelola

oleh Pemerintah Daerah.

k) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Penjualan hasil

produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha

Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit

ikan.

2.1.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut  Pasal  1  angka  68  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009

Tentang  Pajak  Daerah Dan  Retribusi  Daerah  dikemukakan  bahwa

Retribusi  Perizinan Tertentu  adalah  kegiatan tertentu  Pemerintah  Daerah

dalam  rangka  pemberian  izin  kepada  orang  pribadi atau  badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

dan menjaga kelestarian lingkungan. Pasal 141 Undang-Undang  Nomor

28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah,

dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan

sebagai berikut:
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a)Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

b)Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol

c)Retribusi IzinGangguan

d)Retribusi Izin Trayek

2.2. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah

yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pengertian Pendapatan

Asli Daerah menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu

sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang

bersangkutan yang  terdiri  dari hasil  pajak  daerah, hasil retribusi daerah,

hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.9

Menurut  Mardiasmo , Pendapatan Asli Daerah (PAD)  adalah penerimaan

daerah dari  sektor  pajak  daerah,  retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-

lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Kewenangan untuk

memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah

dan retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan  pusat  dan

daerah terjadi apabila  setiap  tingkat  pemerintahan bebas dalam bidang

9 Abid,Muhtarom. “Analisis PAD (Pendapata Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015)”. Jurnal Ekonomi Bisnis
Vol.13, No.1 . 2015.hlm 660



17

keuangan untuk membiayai  pelaksanaan  tugas dan wewenang  masing-

masing. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi  sumber

pendapatan utama atau   dominan,   sementara   subsidi atau transfer dari

tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau

tambahan   yang   peranannya   tidak dominan.10

Pendapatan Asli  Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber   pembiayaan

pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan

kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.11Perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah system pembagian   keuangan

yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab

dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi  dan  kebutuhan  daerah  serta besaran

penyelenggaraan dekonsentrasi  dan  tugas  pembatuan (UU NO.32 Tahun

2004).12

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan  yang  diperoleh dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan

Daerah  yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan  yang  berlaku

yang  terdiri atas:13

10 Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi, Yogyakarta.
11Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
12 Kadar, Pamuji “Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan
Otonomi Daerah”. Jurnal Dinamika Hukum .Vol.14, No. 3 , September 2014. Hlm 431
13 Ahmad, Sulaiman. “Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata
Terhadap Pendapatan Asli Daerah”Jurnal Akuntansi.Vol.4, No.2. 2016. hlm 233.
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1) Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah kepada semua objek pajak, seperti orang/ badan, benda bergerak

/ tidak bergerak.

2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan

dengan suatu jasa/ fasilitas  yang berlaku oleh pemerintah daerah secara

langsung dan nyata.

3) Hasil  perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.

4)  Lain-lain  pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan

aset tetap dan jasa giro.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan,

pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan

operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa

pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah,  karena

adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun

dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.14

Adanya  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  yang  diberikan  kepada  daerah

untuk mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  merupakan  satu

upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan

potensi daerahnya dengan  mengelola  sumber-sumber  pendapatan  daerah

secara  efisien  dan  efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.15

14Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal (10) tentang Pemerintahan Daerah.

15Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
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2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-

Undang No.33 Tahun 2004 yaitu:

2.1.Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya  sebagai

badan hukum publik. Pajak  daerah  sebagai  pungutan  yang  dilakukan

pemerintah  daerah  yang  hasilnya  digunakan  untu  pengeluaran

umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang

pelaksanannya  bisa dapat dipaksakan.

b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena

memperoleh  jasa  atau  karena  memperoleh jasa  pekerjaan,  usaha

atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi  daerah

mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada

imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan

formil dan materiil,tetapi  ada  alternatif  untuk  mau  tidak  membayar,

merupakan  pungutan yang sifatnya budgetetairnya  tidak  menonjol,

dalam  hal-hal  tertentu retribusi daerah  adalah  pengembalian  biaya

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi

permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan

daerah yang dipisahkan. Hasil  perusahaan  milik  daerah merupakan

pendapatan daerah dari keuntungan  bersih  perusahaan  daerah  yang
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berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja

daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang

dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan,  maka  sifat

perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat

menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan

kemamfaatan   umum,   dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan

yang tidak   termasuk   dalam   jenis-jenis   pajak daerah,   retribusli

daerah, pendapatan  dinas-dinas.  Lain-lain  usaha daerah  yang  sah

mempunyai sifat  yang  pembuka  bagi  pemerintah  daerah  untuk

melakukan  kegiatan yang  menghasilkan  baik  berupa  materi  dalam

kegitan  tersebut  bertujuan untuk  menunjang,  melapangkan,  atau

memantapkan  suatu  kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2.2.Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau peberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

2.3.Dana   perimbangan   diperoleh   melalui   bagian   pendapatan   daerah

dari penerimaan   pajak   bumi   dan   bangunan   baik   dari   pedesaan,

perkotaan, pertambangan sumber  daya alam dan serta bea  perolehan

hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi

hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;

2.4.Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari

sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang
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dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang

berlaku.

2.3.Perbedaan Pajak dan Retribusi

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang sangat

potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,

pertahanan dan pembangunan nasional dengan tujuan akhir kesejahteraan

dan kemakmuran rakyat. Maka dari itu, sektor pajak memegang peranan

penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Penting dan

strategisnya peran sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah

dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu

terjadinya peningkatan persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN

dari tahun ke tahun.16Sedangkan retribusi adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan. Berdasarkan dua pengertian diatas, kita dapat

menjabarkan antara perbedaan pajak dan retribusi.

Perbedaan Pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :

16Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2010, Hukum Pajak Edisi 5, Salemba Empat,
Jakarta, hlm. 11. Marihot Pahala, Siahaan. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Jakarta : Rajawali Pers.
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1) Pajak

a) Dasar Hukum

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara

diatur dengan Undang-Undang.

b) Balas Jasa

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga

negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak

langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda

dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas

kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda,

dan lain-lainnya.17

c) Objek Pajak

Objek pajak bersifat umum contohnya pajak penghasilan, pajak barang

mewah, pajak kendaraan bermotor.

d) Sifat Pajak

Pajak menurut Undang-Undang pemungutannya dapat dipaksakan

sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus

ditanggung.

e) Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga yang memungutnya pajak dapat dibagi menjadi

dua, yaitu Pajak Negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat

Pajak dan Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi

17 Erli,Suandy. 2006 Perpajakan.Jakarta : Salemba Empat.
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perangkat daerah yang ditunjuk misalnya Badan Pendapatan Daerah

atau Dinas Pelayanan Pajak.18

f) Tujuan

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak

adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara

yaitu (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer

sumber dari konsumsi ke investasi. (2) untuk mendorong tabungan dan

menanam modal. (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat

ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber

dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan

adanya investasi pemerintah. (4) untuk memodifikasi pola investasi. (5)

untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan (6) untuk memobilisasi

surplus ekonomi.19

2) Retribusi

a) Dasar Hukum

Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan

Menteri, atau Peraturan Daerah.

b) Balas Jasa

Balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung, contohnya

retribusi kebersihan (sampah) manfaatnya dapat dirasakan langsung

dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas.

18 Rimky K, Judisseno. 2004. Perpajakan .Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
19 Muhammad, Zain. 2005. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.
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c) Objek Retribusi

Orang atau Badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin

yang diberikan oleh pemerintah.

d) Sifat Retribusi

Dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau

badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang

diberikan oleh pemerintah.

e) Lembaga Pemungut

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.

f) Tujuan

Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau ijin kepada

masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta

mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

2.4. Pengertian dan Jenis-jenis Sampah

2.4.1 Pengertian Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sampah. Sampah adalah Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

2.4.2. Jenis-jenis Sampah

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2008

terdiri atas:20

20 Pasal (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolan Sampah
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(1) Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam

rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(2) Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial,

fasilitas umum, dan/ataufasilitas lainnya.

(3) Sampah spesifik meliputi:

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan

beracun;

c. sampah yang timbul akibat bencana;

d. puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau

f. sampah yang timbul secara tidak periodic.

2.5. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,menyeluruh, dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,

asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas

kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Terdapat 5 (lima) aspek utama dalam pengelolaan persampahan yaitu:
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1) Teknik operasional;

2) Kelembagaan;

3) Pembiayaan;

4) Peraturan;

5) Peran masyarakat

Kesediaan dan kemampuan membayar iuran sampah oleh masyarakat perlu

dianalisa, sehingga dapat diketahui variable yang mempengaruhi serta

diperoleh penyelesaian.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan

dengan dua cara yaitu pendekatan normatif dan empiris :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif dilakukan dengan cara mengkaji pengaturan

Peraturan Perundangan yang terkait dengan pelayanan persampahan dan

pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris dilakukan dengan cara mengkaji pengelolaan

pelaksanaan retribusi persampahan masing-masing wilayah dengan

berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Jasa Umum,

lebih lanjut lagi tentang palayanan persampahan dan efektifitas

pelayanan retribusi persampahan di kawasan pemukiman/perumahan

Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer

dan data sekunder.



28

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil

wawancara dengan informan yang terkait dengan pelayanan persampahan

dan kebersihan, sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari

studi pustaka.

Data sekunder mencakup tiga bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti

Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya.21 Bahan hukum

primer bersumber antara lain, yaitu :

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sampah.

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

21Peter Muhmud Marzuki, 2010, penelitian hukum, kencana, Jakarta, hlm. 142.
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h. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa

Umum Kota Bandar Lampung.

i. Perwali Nomor18 Tahun 2015 tentang satuan operasional

kebersihan lingkungan (SOKLI).

j. Perwali Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan dan Tarif

Retribusi Sampah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum sekunder yaitu bahan

hukum yangmelengkapi bahan hukum primer dan Peraturan Perundang-

Undangan yang terdiri dari literatur-literatur, studi kepustakaan, yang

terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang

berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier pada

penulisan ini yaitu bersumber dari internet dan media cetak maupun

media massa.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku
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literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah studi tentang pelayanan persampahan yang

dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada informan

penelitian yaitu:

1. Kasubag Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Bandar Lampung;

2. KUPT Kebersihan Kecamatan Tanjung Karang Barat;

3. Petugas pengambil sampah;

4. Masyarakat Tanjung Karang Barat.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah

disiapkan dulu oleh peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan pokok yang

kemudian dapat dikembangkan saat wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah

diperoleh sesuai permasalahan yang diteliti. Tahapan pengolahan data

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Seleksi data adalah proses yang terdiri dari sekumpulan data yang

diperoleh hingga terpilih data yang lebih spesifik sesuai dengan

penelitian yang diangkat.
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b. Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok.

Kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c.Penyusunan data adalah kegiatan penyusunan data yang saling

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu

pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk

yang jelas sehingga mudah dipahami. Data tersebut setelah diolah, lalu

diteliti, dan disederhanakan. Dalam analisis data, penelitian ini

menggunakan analisis data deskriptif yaitu dengan cara merinci,

menguraikan, memberi arti, dan seterusnya diuraikan dalam bentuk uraian

kalimat yang jelas saat pembahasan pada bab-bab selanjutnya.



BAB V
PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Dari Latar belakang masalah hingga pembahasan yang sudah penulis kemukakan,

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut ;

1) Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Jasa Umum, khususnya

mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan di Kota

Bandar lampung belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena dua

hal yang tidak dijalankan adalah tata cara penarikan retribusi yang belum

terorganisir oleh satu sumber dalam hal ini menjadi wewenang UPT

Kecamatan dan pemanfaatan dana retribusi yang belum terealisasi sesuai

keinginan masyarakat juga menjadi hal penting.

2) Kendala yang dihadapi oleh UPT Kebersihan khususnya di Kecamatan

adalah Sumberdaya Manusia seperti petugas penarik retribusi dan

Komunikasi antar Pemerintah dengan Masyarakat Seperti melakukan

sosialiasi tentang persampahan. Selain itu, tempat penampungan sementar

(TPS) yang belum tersedia yang menyulitkan mereka untuk menentukan

titik angkut sampah setiap harinya.
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5.2.Saran

1. Kepada Masyarakat mulailah untuk membiasakan diri tidak membuang

sampah ke sembarang tempat khususnya daerah aliran air seperti selokan

sekitar pemukiman.

2. Kepada pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Walikota untuk

lebih peduli lagi dengan masalah sampah dan pengelolaannya dengan

menyidiakan alat- alat penunjang yang memadai.

3. Penerapan aturan dan sanksi yang tegas kepada pelanggar yang membuang

sampah di sembarang tempat.

4. Penyediaan wadah pemanfaatan sampah khususnya plastik di lingkungan

terkecil yaitu RT, supaya sampah tersebut dapat diolah kembali.
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